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PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR STAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI, BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang

PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Namor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Prcvmsi
Papua Barat;

. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Papua Barat yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Pra/insi Irian Jaya Barat Nomer“ 8 Tahun
2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Pravinsi Irian Jaya Barat,
perlu disesuaikan dengan pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang org—nisa?
Perangkat Daerah.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Papua Barat.
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Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3890);

. Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang PenetapanPeraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi
Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

.Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125i Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang—
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lerr baran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);



i

j

'!
|

.!

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89i
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

9. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 6 Tahun
2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LembagaTeknis Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT PROVINSI, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

nl..

Daerah adalah Provinsi Papua Barat;
Pemerintah Daerah adalah Gubernur Papua Barat dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
Gubernur adalah Gubernur Papua Barat;
Dewan Pen/vakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahLembaga” Legislatif Daerah Provinsi Papua Barat;
Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat adalah Ketua dan Para Wakil KetuaDPRD Provinsi Papua Barat;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah SekretariatDaerah Provinsi Papua Barat;
Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris DaerahProvinsi Papua Barat;
Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat;
Sekretariat Dewan Perwakilan Raky: ' Daerah Provinsi yang selanjutnya disebutSekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiPapua Barat;
Sekretaris Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebutSekretaris DPRD Provinsi adalah Sekretaris Dewan Pemrakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua Barat;

Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat;
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Papua Barat berbentuk Badan dan Kantor;
Sekretariat adalah Sekretariat pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi PapuaBarat;

Bidang adalah Bidang—Bidang pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi PapuaBarat;

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Teknis DaerahProvinsi Papua Barat:

Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Bidang-Bidang Lembaga Teknis DaerahProvinsi Papua Barat;
Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga TeknisDaerah Provinsi Papua Barat;
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional padaLembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB ll

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1.

2.

3.

Inspektorat Provinsi;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);

Lembaga Teknis Daerah yang meliputi :

a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
(BAKESBANGPOLINMASY);

. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
. Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT);
. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana;

(DQOU'



(1)

(2)

(1)

(2)

9. Badan Kepegawaian Daerah;
h. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
i. Kantor Perwakilan Daerah;
j. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3
Inspektorat PFOVir'tsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai unsurpengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah Provinsi Papua Barat danKabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat dalam rangka akuntabilitas danobjektititas hasil pengawasan, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnyabertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada SekretarisDaerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dankepegawaian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahanmelaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasipenyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan,program dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkatdaerah.

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai unsurpendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyusunan danpelaksanaan kebijakan'daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorangKepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat berbeanbadan atau kantor.

Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan dan
yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.



Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LembagaTeknis Daerah Provinsi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. pemberian ijin sesuai dengan lingkup tugasnya serta pelaksanaan pelayanan

umum;
_

d, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paragraf 1

Inspektorat Provinsi

Pasal 6

Inspekorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur
pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepadaGubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.

Pasal 7
Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas
pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di
daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektorat
Provinsi mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasani dan
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.



Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpinoleh kepala badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaanpembangunan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi jangka panjang, jangkamenengah dan jangka pendek serta program pembangunan strategis lainnya;b. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan pengkoordinasianperencanaan pembangunan daerah;
c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;d. perumusan rencana kebijakan dalam perencanaan pelayanan publik, penyediaandan pengelolaan, fasilitas umum, pengembangan ekonomi dan usaha—usaha didaerah;
e. penataan tata kehidupan masyarakat yang berkualitas, sejahtera lahir dan bathin,berkeadilan, demokratis serta merata dalam kemakmuran;
f. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi denganinstansi terkait lainnya;
9. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penelitian untuk kepentinganperencanaan pembangunan di daerah;
h. pemantauan dan evaluasi secara terpadu di bidang perencanaan ekonomi danusaha-usaha di daerah;
i. penyiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerahuntuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut;
j.

&

pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah;
k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
|. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
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Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraanpemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan berada dibawah danbertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugaspokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugaspembantuan di bidang kesatuan bangsa", politik dan perlindungan masyarakat sertamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BadanKesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
penanganan konflik, fasilitasi-, organisasi politik, kemasyarakatan, partisipasi
politik, pengembangan landasan politik dan perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
penanganan konflik dan perlindungan masyarakat, fasilitasi organisasi politik dan
kemasyarakatan dan partisipasi politik dan pengembangan budaya politik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
pengawasan partai politik;

c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, perlindungan
masyarakat, fasilitasi organisasi politik kemasyarakatan, partisipasi politik,
pengembangan budaya politik dan perlindungan masyarakat;

d. pelaksanaaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 4

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 15

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, mempakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dipimpin oleh kepala badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Pasal 16
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mem '

.
_ _ punyai tu as okokmengendalikan, mengatur, menilai, menetapkan dan mengawasi lingkurgigan [hiduplintas Kabupaten/Kota. mengelola pemanfaatan daya lingkungan. 4 s/d 12 mil lautserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BadanPengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

a. pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;b. pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya laut4 (empat) mil sampai dengan 12 (duabelas) mil;
c. pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya alam lintaskabupaten/kota;
d. penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yangpotensial berdampak negatif pada masyarakat yang lokasinya meliputi lebih dari

1 (satu) kabupaten/kota;
e. penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan

hidup nasional;
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 5

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal18

Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala

Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan
teknis bidang pendidikan dan pelatihan daerah bersama Kabupaten/Kota, penilaian
atas pelaksanaannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Badan
Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

a.
b.

c.
d.
e.

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis fungsional;
pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, akreditasi dan
sertifikasi;
penyusman kurikulum pendidikan dan pelatihan;
pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 )”merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpinoleh kepala badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernurmelalui Sekretaris Daerah. 4

Pasal 2
Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakanteknis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaanmasyarakat berdasarkan asas otonomi. desentralisasi, dekonsentrasi dan tugaspembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BadanPemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a.

b.

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis. pembinaan di bidangpemberdayaan masyarakat;
penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan program di bidangpemberdayaan masyarakat;
penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan programpemberdayaan masyarakat;
penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 7

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Pasal 24

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala badan dan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis. menganalisis dan penyiapan
penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan,
pembinaan organisasi perempuan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan/pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluargaL________ A
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Pasal 26
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan ' Klmempunyai fungsi: euarga Berencana

a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan organisasiperempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;b- Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis en usunan . . .

dan gender; p y program partrsupasi
c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan programpemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi danpelaporan;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 8

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 27

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dipimpin Oleh kepala badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugaspembantuan di bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan
oleh Gubernur. '

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah
meliputi bidang kajian perbendaharaan, pengelolaan anggaran, pembukuan
dan penatausahaan aset daerah;

b. pengkoordinasi penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset
daerah meliputi kajian perbendaharaan. pengelolaan anggaran. pembukuan.
pembiayaan dan penatausahaan aset daerah;

0. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah meliputi bidang kajian perbendaharaan, anggaran, pembukuan.
pembiayaan dan penatausahaan aset daerah;

d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Paragraf 9

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal30

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala
badan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kewenangan desentralisasi. dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangkepegawaian daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah di bidang pengadaan
pegawai dan pengembangan karier, mutasi kepegawaian, disiplin,
pemberhentian, perundang-undangan kepegawaian;

b. pengkoordinasi dan penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian daerah
yang meliputi pengadaan pegawai, pengembangan karier, mutasi kepegawaian,
disiplin, pemberhentian, perundang-undangan, kesejahteraan pegawai, data,
dokumentasi dan infomasi kepegawaian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah yang meliputi
pengadaan pegawai dan pengembangan karier, mutasi kepegawaian, disiplin,
perundang—undangan. kesejahteraan pegawai serta data, dokumentasi dan
informasi pegawai;

'

d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 10

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

Pasal 33

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dipimpin oleh kepala kantor dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal 34
Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokokmerumuskan kebijakan teknis, menganalisis dan penyiapan penyusunanperencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan perpustakaan, kearsipan dandokumentasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 35
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, KantorPerpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan organisasipengelolaan perpustakaan“, kearsipan dan dokumentasi;b. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan programpengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan programpengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;d. penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi danpelaporan;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 1 1

Kantor Perwakilan Daerah

Pasal 36
Kantor Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsurpelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala Kantordan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaIUi sekretarisDaerah.

Pasal 37

Kantor Pen/vakilah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalamrangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Papua Barat diJakarta sesuai dengan lingkup tugasnya serta melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh Gubernur.

Pasal38
UntUk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Kantor
Perwakilan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan kegiatan Penivakilan Daerah,antara pemerintah daerah dengan badan swasta dan pihak lain di Jakarta;
b. pengelolaan Anjungan Daerah Provinsi Papua Barat di Taman Mini Indonesia

lndah;
pembinaan masyarakat daerah di Jakarta;

e. pengadaan kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi. sosial budava dan
9



penghubung antara perherintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah, LembagaPemerintah Non Departemen dan Lembaga Swadaya di Jakarta;9. penyusunan laporan kegiatan perwakilan daerah di Jakarta;pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 12

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 39
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakanunsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepalaKantor dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melaluiSekretaris Daerah.

Pasal 40
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalampenyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang ketenteraman dan ketertibanumum, menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah sertamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 41
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, SatuanPolisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

8.

b.

ao

penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum di daerah;
pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur;pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman danketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur denganaparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atauaparatur lainnya;

.pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturanperundang—undangan;
pelaksanaan urusan ketatausahaan.



( 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, terdiri dan” :

a.

b.

9.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Ke
dalam lampiran I dan merupak

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Inspektorat Provinsi

Pasal 42

Inspektur;

Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
Kelompok Jabatan Fungsional.

Daerah ini.

(1) Susunan Organisasi dan Tata Ke

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 43

terdiri dari :

a. Kepala Badan;

rja Inspektorat Provinsi sebagaimana tercantuman bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

rja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,



b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Ekonomi, membawahkan :

1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi, Usaha Daerah, PendapatanDaerah dan Badan Usaha Milik Negara;
2) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Penanaman ModalDaerah, Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan,Kehutanan dan Pertambangan dan Energi;

d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
1) Sub Bidang Pelayanan Masyarakat, Kesehatandan Sosial;2) Sub Bidang Pendidikan, Olahraga, Kependudukan, Tenaga Kerja,Lingkungan Hidup, Ketenteraman dan Ketertiban.

e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman;2) Sub Bidang Perhubungan dan Infokom.
f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :

1) Sub Bidang Pengendalian;
2) Sub Bidang Moniton'ng, Evaluasi, Pendataan dan Pelaporan.
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9. Bidang Pengembangan, Penelitian dan Statistik;
1) Sub Bidang Pengembangan dan Penelitian;
2) Sub Bidang Statistik.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 44

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat, terdiri dari :

; a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pengembangan Nilai—nilai Kebangsaan, membawahkan :
1) Sub Bidang Wawasan Pembauran Bangsa dan Kewaspadaan Nasional;2) Sub Bidang Pemantapan Ideologi dan Bela Negara.



d. Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :1) Sub Bidang Kesiagaan Penanggulangan Bencana dan PenangananKonflik;
2) Sub Bidang Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat,' Penanganan Pengungsi dan Rehabilitasi.

e. Bidang Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial, membawahkan :1) Sub Bidang Partai Politik, Pemilu, Lembaga Sosial Masyarakat danORKESMAS;
2) Sub Bidang Pranata Sosial dan Perilaku Sosial.

f. Bidang Masalah Aktual, membawahkan :

1) Sub Bidang Ekonomi, Budaya dan Orang Asing ;2) Sub Bidang Data dan Fasilitas Teknis.
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
.3' Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran III danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

Pasal 45
(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak LingkunganDaerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Lingkungan dan Amdal, membawahkan :
1) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
2) Sub Bidang Amdal.

d. Bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan 83.

e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, membawahkan1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.

f. Bidang Penataan Lingkungan Komunikasi dan Edukasi Lingkungan,membawahkan :

1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
2) Sub Bidang Komunikasi dan Edukasi Lingkungan.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
Vale—___l. |_! : '-



(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak LingkunganDaerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
.

Bagian Kelima

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 46

(1) Susuan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan. Pelatihan, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pendidikan Manajemen Pemerintahan, membawahkan :

1) Sub Bidang Diklat Manajemen Pembangunan Politik Dalam Negeri danKesatuan Bangsa;
2) Sub Bidang Diklat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

d. Bidang Diklat Teknis Fungsional, membawahkan :

1) Sub Bidang Diklat Teknis;
2) Sub Bidang Diklat Fungsional.

e. Bidang Diklat Struktural, membawahkan :

1) Sub Bidang Diklat Tingkat Dasar;
2) Sub Bidang Diklat Struktural Berjenjang.

f. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahkan :
1) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum;
2) Sub Bidang Pengembangan dan Kerjasama Kediklatan.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimanatercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri
dari :

a. Kepala Badan;



Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.
Bidang Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, membawahkan :
1) Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Kampung dan Kelurahan;2) Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kampung dan Kelurahan.
Bidang Kelembagaan dan Pelatihan, membawahkan :
1) Sub Bidang Bina Lembaga Masyarakat dan Pelatihan Masyarakat;2) Sub Bidang Pembinaan dan Pendataan Potensi Masyarakat.
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :

1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;2) Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat.
Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :1) Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;2) Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

9- UNit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakatsebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dan" Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Pasal 48

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :

a.

b.

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.
Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :

1) Sub Bidang Politik. Sosial dan Budaya;
2) Sub Bidang Ekonomi.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :

1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
2) Sub Bidang Perlindungan Anak.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
1) Sub Bidang Keluarga Berencana;
2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.



f. Bidang Kelembagaan, Data dan Infomasi, membawahkan :1) Sub Bidang Kelembagaan;
2) Sub Bidang Data dan Informasi.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan 'Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalamlampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.

Bagian Kedelapan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 49

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan AsetDaerah, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.

0. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

1) Sub Bidang Pembiayaan;
2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kebendaharaan.

d. Bidang Pengelola Anggaran Daerah, membawahkan :
1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2) Sub Bidang Pengawasan Pengelolaan Anggaran Daerah.

e. Bidang Akuntansi. membawahkan :

1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Daerah;
2) Sub Bidang Akuntansi Belanja Daerah.

f. Bidang Anggaran Daerah Bawahan, membawahkan :
1) Sub Bidang Evaluasi APBD;
2) Sub Bidang Evaluasi Laporan Keuangan.

9. Bidang Aset Daerah, membawahkan :

1) Sub Bidang Penatausahaan Barang Daerah;
2) Sub Bidang Pengawasan Barang Daerah.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahsebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



;

__.._—__.

.

___;

...-

Bagian Kesembilan

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 50

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

a.

b.

Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.
Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Karier, membawahkan :
1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
2) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Jabatan.
Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :

1) Sub Bidang Pemindahan;
2) Sub Bidang Kepangkatan.
Bidang Disiplin, Pemberhentian, Perundang-undangan dan KesejahteraanPegawai, membawahkan :

1) Sub Bidang Disiplin, Pemberhentian dan Perundang—undangan;2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan.
Bidang Data, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian, membawahkan :1) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
2) Sub Bidang Penyajian Data dan Pelaporan.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimanatercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi

Pasal 51

(1)Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi, terdiri dari :

”599.057.”

Kepala Kantor;
Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Perpustakaan;
Seksi Kearsipan;
Seksi Dokumentasi.
Kelompok Jabatan Fungsional;



(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
" Kantor Pemakilan Daerah

Pasal.52
( 1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;
(3. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
d. Seksi Promosi dan lnforrnasi;

e. Seksi Pembinaan Masyarakat Daerah;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Daerahsebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 53

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
e. Seksi Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban;
f. Seksi Operasional dan Penertiban Lapangan ;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.



(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimanatercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasteknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi sesuai bidang keahlian danketerampilannya.

Pasal 55
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiridari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalamberbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk olehGubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepadaSekretaris Daerah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukanberdasarkan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuaidengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.

BABVI

TATAKERJA
Pasal56

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor,Sekretaris, Kepala Bidang, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, KepalaSeksi, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengantugas pokok masing-masing.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantorwajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan bawahan masing-masing danbila terjadi penyimpangan "agar mengambil |angkah=|angkah sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.



”in

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantorwajib mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbinganserta petunjuk pelaksanaan tugas secara berkesinambungan.
(4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantorwajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasanmasing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkanlaporan secara berkala dan tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasilainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebihlanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkunganInspektorat, Badan dan Kantor wajib memberikan bimbingan kepada bawahandan mengadakan rapat dinas secara berkala.

Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas danwewenang Kepala Kantor.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 57
(1) Inspektur, Kepala Badanuadalah Jabatan Eselon Il.a .

(2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang dan Kepala UPTadalah Jabatan Eselon III. a.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah JabatanEselon IV.a.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 58

(1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan olehGubernur.



(2) Sekretaris, lnspektur Pembantu dan Kepala Bidang dan Kepala Unit PelaksanaTeknis Daerah pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulSekretaris Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dandiberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Gubernur.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan olehpejabat yang benzvenang sesuai peraturan perundang—undangan yang berlaku.

BABIX

PEMBIAYAAN
Pasal59

Pembiayaan Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembaga Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Ketentuan mengenai tata kerja, rincan tugas dan hal-hal yang belum diatur dalamPeraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diaturdengan Peraturan Gubernur.

(3) Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetapmelaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkanperaturan daerah ini.



(2) Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Bidang dan Kepala Unit PelaksanaTeknis Daerah pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulSekretaris Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dandiberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Gubernur.
(4) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilakukan olehpejabat yang ben/venang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

PEMBIAYAAN
Pasal59

Pembiayaan Inspektorat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danLembaga Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang—undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yangbertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan mengenai tata kerja, rincan tugas dan hal-hal yang belum diatur dalamPeraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diaturdengan Peraturan Gubernur.

(3) Pada saat mulai berlaku, peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetapmelaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan
peraturan daerah ini.



Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 Februari 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TT D

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 24 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TT D

GEORGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 35

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
a.n. SEKRETARIS DAE PROV NSI PAPUA BARAT

KEPA DA
_ ORGANISASI,& / VW RAZAK, SH

Pembina Tk. I

NIP. 640 011 159

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

Menteri Dalam Negri di Jakarta;
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;Ketua DPRD Provinsi Papua Barat;
Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

PPKN.“


